BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar terhadap penyandang masalah
kesejahteraan sosial meliputi 4 bidang sebagai berikut:

a. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, memberikan pelatihan
ketrampilan terhadap penyandang disabilitas, anak dan lansia terlantar
seperti membuat souvenir, keset dan batik.

b. Bidang Pemberdayaan Sosial, menciptakan program E-Warong untuk
memberdayakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. E-Warung
merupakan tempat transaksi yang resmi bagi penerima bantuan BPNT.
Hal ini dikarenakan transaksi penerima bantuan BPNT hanya boleh
dilakukan di E-Warung yang resmi dan telah bersertifikat.

b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memberikan bantuan bagi
korban bencana alam, bencana sosial, korban tindak kekerasan, dan
pekerja imigran, baik berupa makanan, pakaian atau pendampingan.
Misalnya pembuatan surat rujukan ke rumah sakit bagi korban bencana
di Palu, penggalangan dana di depan kantor dinas sosial, kunjungan
serta penyerahan bantuan secara langsung ke lokasi bencana angin
puting beliung di kecamatan Nglegok

c. Bidang Penanganan Fakir Miskin, menentukan masyarakat penerima
bantuan dari dinas sosial seperti program keluarga harapan (PKH).

Dalam program ini keluarga kurang mampu mendapat bantuan berupa
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uang tunai. Dalam setiap bulannya penerima bantuan PKH
mengadakan pertemuan untuk mendapat arahan dan bimbingan dari
pendamping PKH dengan syarat membawa barang bekas (rosokan)
untuk dijual ke pengepul dan uangnya ditabung.

2. Kendala Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam menangani penyandang
masalah kesejahteraan sosial meliputi beberapa faktor, yaitu dana,
kerjasama dengan pihak luar, dan kerjasama antar bidang-bidang Dinas
Sosial Kabupaten Blitar

3. Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar terhadap penyandang masalah
kesejahteraan sosial menurut figih siyasah dapat dijelaskan sebagai
berikut:

a. Bidang Penanganan Fakir Miskin mengadakan program dan kegiatan
pemberdayaan, pendampingan, seperti PKH sebagaimana konsep figih
siyasah maliyyah yang mewajibkan negara memberikan jaminan bagi
setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan primernya

b. Islam menawarkan berbagai model untuk meningkatkan kesejahteraan
umatnya, diantaranya dengan perintah bekerja, hal ini diwujudkan oleh
bidang pemberdayaan sosial dengan mengadakan E-Warung sebagai
tempat transaksi penerima bantuan BPNT.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memberikan bantuan berupa
perlindungan sosial, terhadap korban bencana alam, korban bencana
sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja imigran sebagaimana

Islam yang mengatur tentang pemberian perlindungan dan jaminan
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sosial kepada seseorang dalam keadaan darurat seperti terjadi bencana
alam.

d. Islam mendorong setiap orang untuk berusaha dan bekerja mencari
rezeki agar bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup,
hal ini diwujudkan oleh bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial
dengan memberikan pelatihan ketrampilan bagi PMKS seperti

membuat keset, batik, dan souvenir.

B. Saran

I.

Bagi Pemerintah, memberikan dana yang cukup bagi Dinas Sosial
Kabupaten Blitar untuk menunjang kelancaran dalam melakukan kegiatan
seperti sosialisasi dan pelatihan ketrampilan.

Bagi Dinas Sosial Kabupaten Blitar, memperbaiki koordinasi dengan
pihak luar seperti Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dapat dilakukan
dengan kesepakatan membuat jadwal yang pasti terkait razia yang akan
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga ketika penyerahan
klient pihak Dinas Sosial Kabupaten Blitar bisa langsung segera
menindaklanjuti. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Blitar perlu
meningkatkan  kreativitas  untuk  mengadakan  kegiatan  guna
mengumpulkan pegawai setiap bidang, sehingga dalam kegiatan ini semua
bidang dapat melakukan koordinasi terkait penanganan PMKS
kedepannya.

Bagi Masyarakat, ikut berpartisipasi dalam penanganan penyandang

masalah kesejahteraan sosial, seperti memberikan data yang benar ketika
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dilakukan survei agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Selain itu
masyarakat juga dapat ikut menekan angka PMKS dengan bekerja keras
dan akan lebih baik jika dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat

menyerap tenaga kerja.
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Pegawai dan Staff Dinas Sosial Kabupaten Blitar
1. Ada berapa jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani
oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar?
2. Apa kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam menangani
penyandang masalah kesejahteraan sosial?
3. Apa kendala Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam menjalankan kebijakan
terkait penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial?

B. Pengelola E-Warong
1. Bagaimana mekanisme pengelolaan E-Warong ini?
2. Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan Dinas Sosial terkait
pengadaan E-Warung ini?
3. Apa kendala yang anda temui dalam mengelola E-Warong ini?
4. Apa harapan anda ke depan bagi kebijakan Dinas Sosial terkait program
ini?

C. Ketua Program Keluarga Harapan

1. Bagaimanakah mekanisme Program Keluarga Harapan?
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2. Apa kendala yang anda temui dalam menjalankan Program Keluarga
Harapan?

3. Apakah bantuan yang ada sudah tepat sasaran?

4. Apa harapan anda ke depan bagi kebijakan Dinas Sosial terkait program

ini?

D. Masyarakat penerima bantuan
1. Bagaimana pendapat anda tentang bantuan yang selama ini anda terima
seperti PKH yang merupakan salah satu program dari Dinas Sosial Kabupaten
Blitar?
2. Bagaimana perlakuan pendamping PKH selama ini?
3. Apa harapan anda ke depan bagi kebijakan Dinas Sosial terkait program
ini?

E. Tokoh Masyarakat
1. Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan dinas sosial terhadap

penyandang masalah kesejahteraan sosial?

2. Apakah sudah sesuai kebijakan dinas sosial dengan figih siyasah maliyah?

3. Apa harapan anda ke depan bagi Dinas Sosial?
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Konsultasi orang tua klien eks ODGJ : =~
dengan kasi rehabilitasi tuna sosial

Pelatihan ketrampilan pembuatan
kerajinan keset oleh disabilitas

Konsultasi mengenai adopsi anak
bersama kasi rehabilitasi anak dan
orangtua terlantar

Pelatihan ketrampilan pembuatan
kerajinan batik oleh disabilitas



Foto bersama pengelola E-Warong
sekaligus ketua PKH

Pengarahan pegawai Dinas Sosial
kepada anak terlantar (Robert
Sanjaya)

Shelter tampak dari depan

Transaksi di E-Warung oleh

ima BPNT
penerima Kebijakan Dinas Sosial terkait

penangaanan orang terlantar








